KARTU SOAL NOMOR 1
	Jenjang Sekolah
	:
	SMA

	Mata Pelajaran
	:
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

	Kelas / Semester
	:
	XII / Ganjil

	Kurikulum Acuan
	:
	Kurikulum Merdeka

	Materi
	:
	Sistem Pembagian Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat

	Capaian Pembelajaran
	:
	Menganalisis penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	Indikator Soal
	:
	Disajikan ilustrasi proses legislasi, peserta didik dapat menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat.

	Level Kognitif
	:
	C4 (Menganalisis)

	Bentuk Soal
	:
	Pilihan Ganda

	Nomor Soal
	:
	1



	Rumusan Butir Soal
Sebuah Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya air disahkan oleh DPR bersama Pemerintah dalam waktu kurang dari dua minggu. Proses pembahasan berlangsung tertutup, tanpa uji publik, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mengaku tidak pernah dimintai masukan meskipun substansi undang-undang tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan DPR dan Pemerintah paling tepat dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena...
A. mempercepat proses legislasi sehingga kebijakan publik terlambat diterapkan
B. mengabaikan partisipasi publik yang merupakan wujud kedaulatan berada di tangan rakyat
C. melibatkan DPR sebagai lembaga perwakilan dalam pembentukan undang-undang
D. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam
E. menggunakan mekanisme pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif



	Kunci Jawaban
	B

	Pembahasan
	Kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang salah satu wujudnya adalah partisipasi publik dalam proses legislasi. Pembahasan tertutup tanpa uji publik menghilangkan ruang partisipasi tersebut sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bukan karena kecepatan atau keterlibatan lembaga formalnya.




KARTU SOAL NOMOR 2
	Jenjang Sekolah
	:
	SMA

	Mata Pelajaran
	:
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

	Kelas / Semester
	:
	XII / Ganjil

	Kurikulum Acuan
	:
	Kurikulum Merdeka

	Materi
	:
	Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

	Capaian Pembelajaran
	:
	Mengevaluasi penerapan Wawasan Nusantara dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya nasional.

	Indikator Soal
	:
	Disajikan kasus pemanfaatan wilayah laut, peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dengan Wawasan Nusantara.

	Level Kognitif
	:
	C5 (Mengevaluasi)

	Bentuk Soal
	:
	Pilihan Ganda

	Nomor Soal
	:
	2



	Rumusan Butir Soal
Nelayan tradisional dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi berselisih memperebutkan wilayah tangkap ikan di perairan yang secara hukum termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah pusat kemudian menetapkan kebijakan pengaturan zona tangkap bersama yang memberi akses proporsional kepada kedua kelompok nelayan, alih-alih memenangkan salah satu pihak berdasarkan asal daerah.
Kebijakan pemerintah pusat tersebut paling sesuai dengan cara pandang Wawasan Nusantara sebab...
A. memprioritaskan kepentingan ekonomi salah satu pulau demi pemerataan pembangunan
B. menegaskan batas wilayah administratif antarpulau secara tegas dan terpisah
C. memandang wilayah dan sumber daya nasional sebagai satu kesatuan milik seluruh bangsa
D. menyerahkan penyelesaian konflik sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing
E. membatasi akses nelayan dari luar daerah demi menjaga stabilitas lokal



	Kunci Jawaban
	C

	Pembahasan
	Wawasan Nusantara memandang wilayah Indonesia, termasuk laut dan sumber dayanya, sebagai satu kesatuan geopolitik yang menjadi milik dan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, bukan milik eksklusif suatu daerah. Kebijakan yang memberi akses proporsional kepada semua nelayan mencerminkan cara pandang tersebut.




KARTU SOAL NOMOR 3
	Jenjang Sekolah
	:
	SMA

	Mata Pelajaran
	:
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

	Kelas / Semester
	:
	XII / Ganjil

	Kurikulum Acuan
	:
	Kurikulum Merdeka

	Materi
	:
	Hukum dan Peradilan Internasional

	Capaian Pembelajaran
	:
	Menganalisis peran hukum dan lembaga peradilan internasional dalam penyelesaian sengketa antarnegara.

	Indikator Soal
	:
	Disajikan kasus sengketa perbatasan antarnegara, peserta didik dapat menentukan mekanisme penyelesaian yang tepat menurut hukum internasional.

	Level Kognitif
	:
	C4 (Menganalisis)

	Bentuk Soal
	:
	Pilihan Ganda

	Nomor Soal
	:
	3



	Rumusan Butir Soal
Dua negara berdaulat berselisih mengenai kepemilikan sebuah pulau kecil yang terletak di perbatasan wilayah laut kedua negara. Setelah perundingan bilateral selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil, kedua negara sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada sebuah lembaga peradilan internasional dan bersedia terikat pada putusannya.
Langkah kedua negara tersebut paling tepat menunjukkan penerapan prinsip...
A. intervensi, karena pihak ketiga diberi wewenang menentukan batas wilayah
B. penyelesaian sengketa secara damai melalui yurisdiksi Mahkamah Internasional
C. supremasi hukum nasional atas hukum internasional
D. penggunaan kekuatan militer sebagai upaya terakhir
E. pengabaian kedaulatan negara demi kepentingan organisasi internasional



	Kunci Jawaban
	B

	Pembahasan
	Piagam PBB Pasal 33 mewajibkan penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, salah satunya melalui lembaga peradilan seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Kesediaan kedua negara terikat pada putusan lembaga tersebut mencerminkan penerapan mekanisme yudisial dalam hukum internasional, bukan intervensi maupun penggunaan kekuatan.




KARTU SOAL NOMOR 4
	Jenjang Sekolah
	:
	SMA

	Mata Pelajaran
	:
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

	Kelas / Semester
	:
	XII / Ganjil

	Kurikulum Acuan
	:
	Kurikulum Merdeka

	Materi
	:
	Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional

	Capaian Pembelajaran
	:
	Menerapkan tahapan pembuatan perjanjian internasional sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

	Indikator Soal
	:
	Disajikan ilustrasi proses pembuatan perjanjian internasional, peserta didik dapat mengurutkan tahapan yang sesuai ketentuan.

	Level Kognitif
	:
	C3 (Menerapkan)

	Bentuk Soal
	:
	Pilihan Ganda

	Nomor Soal
	:
	4



	Rumusan Butir Soal
Indonesia dan sebuah negara mitra menjajaki kerja sama di bidang perdagangan bebas. Setelah delegasi kedua negara melakukan serangkaian pembicaraan teknis dan mencapai kesepakatan substansi, dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua negara. Agar mengikat secara hukum bagi Indonesia, dokumen tersebut masih memerlukan satu tahapan lanjutan sebelum benar-benar berlaku.
Tahapan lanjutan yang dimaksud dalam ilustrasi tersebut adalah...
A. negosiasi ulang materi perjanjian oleh kedua delegasi
B. pengesahan (ratifikasi) oleh lembaga negara yang berwenang
C. penandatanganan nota kesepahaman baru
D. pembentukan delegasi baru untuk perundingan lanjutan
E. pengumuman sepihak melalui media massa nasional



	Kunci Jawaban
	B

	Pembahasan
	Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tahapan pembuatan perjanjian internasional meliputi perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Penandatanganan belum membuat perjanjian mengikat penuh; pengesahan oleh lembaga negara yang berwenang (Presiden, dengan persetujuan DPR untuk hal tertentu) diperlukan agar perjanjian berlaku mengikat bagi Indonesia.




KARTU SOAL NOMOR 5
	Jenjang Sekolah
	:
	SMA

	Mata Pelajaran
	:
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

	Kelas / Semester
	:
	XII / Ganjil

	Kurikulum Acuan
	:
	Kurikulum Merdeka

	Materi
	:
	Ancaman terhadap Integrasi Nasional (Bidang Ideologi, Sosial, dan Budaya)

	Capaian Pembelajaran
	:
	Mengevaluasi berbagai bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika beserta strategi mengatasinya.

	Indikator Soal
	:
	Disajikan fenomena penyebaran disinformasi di media sosial, peserta didik dapat mengevaluasi dampak dan strategi penanggulangannya.

	Level Kognitif
	:
	C5 (Mengevaluasi)

	Bentuk Soal
	:
	Pilihan Ganda

	Nomor Soal
	:
	5



	Rumusan Butir Soal
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, beredar sejumlah unggahan di media sosial yang berisi narasi kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap salah satu pasangan calon. Unggahan tersebut disebarluaskan secara masif oleh akun-akun anonim dan terbukti memuat informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.
Fenomena tersebut merupakan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya karena berpotensi...
A. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi secara sehat
B. memperkuat kohesi sosial antarkelompok masyarakat yang berbeda latar belakang
C. menimbulkan polarisasi dan konflik horizontal antarwarga berdasarkan isu SARA
D. mempercepat pemerataan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat
E. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa menjelang pemilihan



	Kunci Jawaban
	C

	Pembahasan
	Disinformasi bermuatan SARA yang disebarluaskan secara masif berpotensi memecah belah masyarakat dan memicu konflik horizontal, sehingga tergolong ancaman nonmiliter di bidang sosial budaya terhadap integrasi nasional. Strategi mengatasinya antara lain literasi digital, verifikasi informasi, penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, dan penguatan nilai persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.



